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ABSTRAK

Penelitian yang berbentuk skripsi berjudul “Analisis Maslahah Mursalah
Terhadap Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Tersangka Yang Berstatus Dpo
Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2018” ini dilakukan untuk menjawab
pertanyaan bagaimana larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang
melarikan diri atau berstatus DPO menurut SEMA Nomor 1 tahun 2018 dan analisis
Masla/zah Mursalah terhadap larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang
melarikan diri atau berstatus DPO.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
metode deskriptif preskriptif yang sumber datanya diperoleh melalui kajian pustaka
dari SEMA Nomor 1 tahun 2018. Alur pembahasan dari skripsi ini menggunakan
deduktif yakni penulis membahas tentang konsep Maslakah Mursalah dalam
melihat latar belakang pembentukan SEMA Nomor 1 tahun 2018, perlindungan
hak-hak asasi dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia kemudian teori
tersebut digunakan menganalisis permasalahan larangan pengajuan praperadilan
oleh tersangka yang melarikan diri dan berstatus DPO berdasarkan SEMA tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama latar belakang dibentuknya
SEMA yang berisi larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan
diri atau berstatus DPO memang dikarenakan banyaknya tersangka yang
menghindari panggilan peradilan yang berdampak buruk terhadap jalannya sebuah
persidangan. Kedua dalam isi yang tercantum dalam SEMA tersebut memang
efektif untuk memperlancar jalannya penegakan hukum, tetapi terdapat
pengurangan hak asasi yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang bukan
dituangkan dalam SEMA.. Ketiga dalam latar belakang pembuatan serta isi SEMA
ini tentunya banyak memberikan kemashlahatan dan juga kemanfaatan jika melihat
dari segi Maslakah Mursalah karena SEMA tersebut secara langsung melakukan
tindak pencegahan yang menolak sebuah keburukan.

Penulis berusaha memberikan saran kepada Mahkamah Agung terhadap
ditetapkannya SEMA Nomor 1 tahun 2018 tersebut, dalam pembuatan SEMA
memang sudah merupakan kuasa penuh dari Mahkamah Agung untuk memberikan
pedoman hakim-hakim dalam memutus suatu perkara, tetapi menurut pandangan
penulis, ketika sebuah peraturan yang membatasi hak asasi dimasukan dalam
peraturan kebijakan yang esensinya tidak terdapat sebuah langkah pengujian
hasilnya akan terdapat sebuah kekacauan hukum, maka dari itu setidaknya SEMA
Nomor 1 tahun 2018 tidak seharusnya menyimpangi hak-hak asasi yang bahkan
dalam KUHAP dilindungi, meskipun secara Maslakzah Mursalah pembentukan
SEMA ini menjauhi sebuah mafsadat.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana telah tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun
1945) Pasal 1 ayat (3)1. maka sudah tidak dapat ditafsirkan lain bahwa semua lini
kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan norma hukum yang ada
pada UUD NRI tahun 1945 dan norma hukum turunannya.

Konstitusi yang berasal dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang
terkumpul dalam sebuah kelompok Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah
mengalami beberapa perubahan, perubahan yang terjadi bermula pada akhir
perjuangan reformasi sekitar tahun 1999 sampai dengan 2002 setidaknya kontitusi
telah mengalami empat kali perubahan yang menghasilkan UUD NRI Tahun 1945
beserta peraturan perundang-undangan turunannya.

Perubahan konstitusi tersebut juga menghasilkan banyak dampak terhadap
tatanan hukum positif di Indonesia, salah satunya menghasilkan peraturan
perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat dan
menjelaskan tentang perwujudan konsep piramida kekuasaan atau kerap dikenal
Steufenbau Of Law theory?. Teori ini digagas Hans Kelsen dan disempurnakan oleh

muridnya yakni Hans Nawiasky, inti di dalam teori tersebut menjelaskan bahwa

1 UUD NRI 1945 Sekretariat Jendral MPR RI 2018 Ps.1 Ayat 3.
2 Maria Farida Indrati Soeprapto, limu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan,
(‘Yogyakarta:Kanisius, 2007), 41.

1



dalam sebuah tatanan peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih tinggi
tidak boleh ditentang oleh aturan yang di bawahnya. Dari situlah lahir tangga
peraturan dalam bab ke-3 Pasal 10 UU Nomor 12 tahun 2011 yang menjelaskan
tentang macam, hierarki dan juga muatan yang terkandung dalam setiap bagian
peraturan perundangan, dengan komposisi sebagai berikut:*
1. UUD NRI Tahun 1945
2. Ketetapan MPR RI
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi
7. Perda kabupaten/kota

Peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-undang nomor 8
tahun 1981* berisi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
merupakan sebuah jenis peraturan perundang-undangan yang di dalamnya
mengatur tentang bagaimana cara penegak hukum dan masyarakat para pencari
keadilan untuk menjaga berjalannya proses hukum pidana formil. KUHAP
merupakan wujud baru dari Indlands Reglement atau Herziene Indlands Reglement.
KUHAP sendiri ialah hasil metamorfosa hukum peninggalan kolonial yang berganti

menjadi hukum baru, di dalamnya terdapat beberapa pasal menjelaskan tentang

% Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan
4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), ix.



bagaimana syarat-syarat dan juga bagaimana cara menyidangkan sebuah perkara
praperadilan yang diajukan oleh tersangka.®
Praperadilan sendiri merupakan langkah sebuah negara dalam melindungi

hak-hak seorang tersangka. Karena pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum,
konsekuensi logisnya Indonesia juga merupakan negara dengan penjagaan hak-hak
individu maupun kelompok serta sudah seharusnya menjunjung tinggi
perlindungan semua hak asasi manusianya.

Bermula dari penjagaan hak asasi tersebut dimanifestasikan kepada sistem
praperadilan yang dijelaskan dalam Pasal 77, 78, 79, 80, 81 dengan rincian sebagai
berikut® :

Pasal 77
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Pasal 78
(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua
pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan
atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
Pasal 80
Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut
umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri
dengan menyebutkan alasannya.

% 1bid.,3.
¢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.



Pasal 81
Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau
penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan
kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Dengan fokus pembahasan penelitian yang tertuju pada pasal 79 yang di
dalamnya membuka peluang pengajuan praperadilan oleh tersangka, keluarga atau
kuasa hukumnya menjadi pokok penjagaan hak-hak tersangka yang sering
didiskreditkan dan jarang tersorot oleh penegak hukum.

Namun, sejak dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun
2018 pada tanggal 23 Maret 2018 terdapat pelarangan pengajuan praperadilan oleh

tersangka yang melarikan diri atau sedang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang).

Detail dari SEMA tersebut termuat dalam tiga pasal yakni:”

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian
Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.

2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat
hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang
menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

SEMA sendiri merupakan salah satu bentuk peraturan kebijakan internal

yang berasal dari peraturan perundang-undangan Mahkama Agung yang lama. Jika

7 Surat Edaran Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan
Oleh Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Berstatus DPO.



kita telusuri dalam pasal 12 ayat (3) undang-undang nomor 1 tahun 1950°
Mahakamah Agung berwenang untuk mengawasi jalannya sistem peradilan yang
ada di bawah kekuasaannya, agar peradilan-peradilan tersebut tidak keluar dari jalur
yang diatur oleh Mahkamah Agung. Maka SEMA berhak dikeluarkan oleh
Mahkama Agung untuk memberikan petunjuk, teguran dan juga sebuah peringatan
terhadap hakim-hakim dibawah yurdiksi kekuasaan Mahkamah Agung. Maka dari
itu asal tujuan pembuatan SEMA ialah untuk mengawasi dan mengatur hakim-
hakim dibawah kekuasaan Mahkamah Agung seperti hakim-hakim Pengadilan
Negeri, Militer, Tata Usaha Negara, dan juga Pengadilan Agama diseluruh wilayah

NKRI.

Setelah mengalami perubahan dalam batang tubuh undang-undang
Mahakamah Agung dari undang-undang nomor 1 tahun 1950 menjadi undang-
undang nomor 14 tahun 1985, pasal yang mendukung adanya pembuatan SEMA
menjadi hilang. Sehingga dasar dari adanya penetapan peraturan kebiajakan
mahakamah agung hanya berdasarkan penerapan pasal 79 dalam undang-undang
nomor 14 tahun 1985, tercantum dalam bagian ketentuan lain. Dalam pasal tersebut
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang di perlukan bagi
kelancaran dalam penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum

cukup diatur dalam undang-undang Mahkamah Agung.’

8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan
Mahkamah Agung Indonesia.
® Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.



Pasal 79 tersebut menjadi dasar dalam pembuatan Surat Edaran Mahkamah
Agung yang ditetapkan oleh ketua dan wakil ketua mahkamah agung. Tetapi dalam
pembentukannya ketua Mahkamah Agung dapat meminta pendapat hukum kepada
hakim ketua muda mengenai isi dari sebuah SEMA yang akan dibentuk sesuai
bidangnya masing-masing. Selanjutnya ketua muda di bidangnya akan memberikan
pendapat hukum. Dan nantinya Ketua Mahkamah Agung yang memutuskan akan
dibentuk peraturan/SEMA tersebut. Maka langkah atau keputusan akhir tetap
berada pada ketua Mahkamah Agung dan sifatnya kologial berdasarkan pendapat

dari ketua muda®®

SEMA memiliki kedudukan yang tidak sama dengan peraturan yang dibuat
oleh badan Legislatif dan disahkan oleh presiden, hal tersebut dijelaskan dalam
buku ilmu perundang-undangan yang dibuat oleh Prof. Maria farida Soeharti
.M.Hum surat edaran berbeda karena dalam segi pembuatan maupun materinya
hanya berisi Nomor Surat, alasan, dan juga beberapa pasalnya sedangkan dalam
undang-undang yang dibuat oleh positif legislator terdapat Penamaan, Pembukaan,

Batang Tubuh, dan Penutup.!

Perbedaan surat edaran dengan peraturan perundang-undangan juga
diperkuat oleh buku Perihal Undang-Undang karya Prof. jimmly Asshidigie, Surat
Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau Quasi Legislation?. Oleh

karena itu, jika Kita lihat dari segi penamaan dengan tidak melihat pada dasar hukum

10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum
Dan Mahkamah Agung.

11 Maria Farida, IImu Perundang-Undangan, (Y ogyakarata:Kanisius, 1998), 157.

12 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 393.



keberlakuan tiap-tiap surat edaran maka dapat dianalogikan bahwa Surat Edaran
Mahkamah Agung adalah sebuah peraturan kebijakan atau bentuk peraturan yang

masuk dalam kriteria kebijakan internal.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut melarang pengajuan praperadilan
oleh tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO, karena dalam peraturan
perundang-undangan tidak diatur hal semacam itu. Meskipun SEMA Nomor 1
tahun 2018 merupakan pelaksanaan pasal yang terdapat dalam undang-undang
Mahkamah Agung tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mereduksi hak

asasi yang dimiliki seorang tersangka.

SEMA Nomor 1 tahun 2018 tersebut menyatakan putusan permohanan tidak
dapat diterima atau dikenal niet ontvankelijke verklaard, putusan menyatakan tidak
dapat diterima adalah putusan yang menyatakan terhadap suatu permohonan/
gugatan terdapat cacat formil di dalamnya. Karena pada kenyataannya putusan
tersebut tidak diperiksa sampai kedalam pokok perkara melainkan hanya sampai

kejelasan objek yang dipermohonkan.*?

Ketentuan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2018 terdapat beberapa kelemahan
yang nantinya berujung pada kekacauan sistem hukum acara pidana di Indonesia
seperti SEMA tersebut bertentangan dengan KUHAP pasal 79 yang menyatakan
praperadilan dapat diajukan meski dimohonkan oleh kuasa hukumnya, SEMA

tersebut juga tidak menjelaskan secara rinci kualifikasi seseroang dikatakan

13 Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No.1149/K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1975 Jo Putusan
Mahkamah Agung RI N0.565/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung
RI No.1149/K/Sip/1979 Tanggal 7 April 1979.



melarikan diri atau berstatus DPO. Padahal di dalam peraturan kepala kepolisian
tidak ada kriteria jelas terkait melarikan diri dan hanya sedikit menjelaskan tentang
DPO, didalam peraturan kepala kepolisian DPO merupakan tersangka yang telah
dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih
dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam

DPO dan dibuatkan Surat Pencarian Orang.

Dalam tujuan awalnya pengajuan permohonan praperadilan menjadi
langkah untuk mencegah suatu prasangka negatif masyarakat kepada tersangka
yang belum tentu bersalah dan belum terdapat putusan peradilan. terlihat dalam
beberapa putusan praperadilan yang diajukan oleh La Nyalla Mattaliti dengan
nomor perkara 397/0.5/Fd.1/04/2016 bertanggal 12 April 2016 dan tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai sprindik nomor 447/0.5/Fd.1/04/2016
tertanggal 22 April 2016, meskipun La Nyalla termasuk dalam status daftar
pencarian orang karena tidak hadir ketika dipanggil tetapi tetap terdapat iktikad baik
bersama kuasa hukumnya untuk mengajukan praperadilan dan akhirnya semua

putusan praperadilan memenagkan La Nyalla.

SEMA tersebut yang merupakan sebuah peraturan kebijakan tetapi terdapat
muatan pengurangan hak, hal demikian seharusnya dituangkan dalam Undang-
undang bukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang meskipun surat edaran

tersebut merupakan Lex Specialist dari pasal 79 UU Mahkamah Agung.

14 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 73.



UUD NRI 1945 pasal 28 | dan juga pasal 28 J ayat (2) yang menegaskan
bahwa sebuah pengurangan hak asasi manusia hanya bisa dilakukan oleh peraturan
perundang-undangan. Sedangkan pasal 28 J menyatakan bahwa atas penghormatan
hak orang lain pengurangan hak bisa dituangkan kepada undang-undang. karena hal
tersebut sudah sangat koheren dengan adanya sistem pengujian yang ada di
Indonesia jika terdapat kesalahan atau berdampak merugikan bisa diajukan Judicial

Review oleh Mahkamahh Konstitusi*® dan Legislative Review oleh DPR RI.

Hukum Islam memiliki cara tersendiri ketika menemukan atau
memunculkan suatu hukum baru. Jika bertolak pandang dari segi penetapan dan
pembuatan hukum Islam, dalam Ushul Figh®® terdapat suatu cara menarik sebuah

hukum atau melakukan Istinbat dengan bertolak pada sebuah Maslazah.

Maslakah menurut epistimologi berasal dari kata bahasa arab yakni
REGORA(L jamak nya CJLAA\ yang bermakna segala sesuatu yang baik, bermanfaat
dan melawan dari semua bagian keburukan.!’” Pengertian Maslakah dalam arti
umumnya adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam
arti menarik atau menghasilkan sebuah kebahagiaan atau kesenangan atau menolak

atau menghindarkan sebuah kemudaratan atau kerusakan.

Mursalah sendiri juga berasal dari kata bahasa arab 4l _«yang merupakan

isim maf ul (objek) dari fi’il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi, yaitu J—

15 UUD NRI 1945 MPR RI Pasal 24¢ Tentang Kewenangan MK RI.

16 Ushul Figh Adalah Sebuah Kata Rangkap Yang Terdiri Dari Kata Ushul Dan Figh Yang Secara
Bahasa Berarti Paham Yang Mendalam Dan Menjadi Dasar Bagi Lainya. Syarifudin Amir, Ushul
Figh, Jilid 1, (Jakarta:Kencana, 2011), 40.

17 Syarifudin Amir, Ushul Figh, Jilid 2, (Jakarta:Kencana, 2014), 367.
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dengan tambahan huruf “alif” diawal kata menjadi J—-lyang secara bahasa
bermakna “terlepas” dan “bebas" bila dihubungkan dengan Maslakah maksudnya
adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukan boleh atau tidak

bolehnya dilakukan”.®

Terdapat beberapa formulasi definisi terkait metode penemuaan atau
istinbat melalui Maslazah Mursalah jika kita mengutip definisi dari beberapa imam
maka akan kita temukan kesamaan yang berdekatan pengertiannya, diantaranya

seperti :

1. Al-Ghazali dalam kitab al-mustasyfa merumuskan Maslahah Mursalah
sebagal berikut:

Oina Gad eI Y 5 Uadlily ¢l G A1 3 a0l

Yang berarti: “apa-apa Maslakah yang tidak ada bukti baginya syara’ dalam

bentuk nash tertentu yang membatalkanya dan tidak ada yang memperhatikanya”

2. Abd al-Wahab al-Khallaf memberi rumusan sebegai berikut:

&y 5‘ &)ﬁg‘){ d;‘ﬁ&)ml:jcijfﬂ)”r 3 ng)

Yang berarti; “Maslahah Mursalah ialah Maslahah yang tidak ada dalil Syara’
datang untuk mengakui atau menolaknya”®°

3. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi Maslahah Mursalah

adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam

18 1bid., 377
9 1bid., 378
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mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang
menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.?°

Dari beberapa formulasi definisi Maslahah Mursalah di atas dapat ditarik
sebuah benang merah terhadap persamaannya, meskipun dalam penyusunan
bahasanya berbeda tetapi dalam segi makna ketiga tokoh tersebut menyatakan
bahwa Maslahah Mursalah ialah sebuah metode dalam menetapkan sebuah hukum
islam tanpa adanya dalil nash yang menguatkan ataupun dalil yang menolaknya
dengan tujuan utama sebuah kemanfaatan bagi umat.

Meskipun tingkat kehujjahan yang dimiliki oleh Maslahah Mursalah tidak
sekuat Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas tetapi beberapa imam menggunakan
Maslahah Mursalah sebagai dasar penetapan hukum islam terkait masalah-masalah
Furuiyyah layaknya ulama Syafi’iyah dan ulama Hanafiyah. Para ulama yang
menggunakan metode Maslahah Mursalah menjelaskan bahwa meskipun metode
ini digunakan tetapi tidak bisa digunakan secara mutlak, dengan penekanan
meskipun Maslahah Mursalah tidak diatur dan tidak ditolak oleh Syara’ namun
setidaknya Maslahah Mursalah sudah sangat dekat dengan kaidah pokok hukum
yang diberikan oleh Syara’.*

SEMA Nomor 1 tahun 2018 yang melarang permohonan pengajuan
praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri dan juga tersangka yang berstatus
DPO pada dasar pertimbangan hukumnya ialah sebagai langkah preventif atau

pencegahan, sebuah terobosan langkah ketua mahkamah agung bersama hakim

20 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Figh, Terjemahan Saefullah Ma’shum, et al., (Jakarta:Pustaka
Firdaus, 2005), 424.
21 syarifudin Amir, Ushul Figh, Jilid 2, (Jakarta:Kencana, 2014), 381.
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muda kamar pidana tersebut sudah sejalan dengan adanya kaidah figh yang
berbunyi:
@ Ga s 38 &8

“menolak lebih baik daripada menghilangkan”?

Kaidah tersebut berisi keutamaan sebuah langkah pencegahan, penolakan
dan langkah-langkah preventif daripada menggunakan langkah-langkah yang
bersifat pengobatan, remedi, ataupun kuratif. Mahkamah Agung lewat SEMA
nomor 1 tahun 2018 berusaha mencegah seorang tersangka tidak hadir dalam
pengajuan permohonan praperadilan untuk memperlancar dan juga memastikan
pembuktian berjalan sesuai yang diharapkan oleh hakim.

Pertimbangan pembuatan SEMA Nomor 1 tahun 2018 sudah bisa
memenuhi dalam metode istinbat melalui Maslahah Mursalah, namun menjadi
masalah ketika terdapat hal-hal yang disimpangi oleh SEMA tersebut salah satunya
adalah KUHAP. Karena pada dasar nya Maslahah Mursalah tidak menerima sedikit

saja sebuah keburukan, Lantas apakah pembuatan SEMA tersebut tetap masuk

dalam koridor sebuah Maslahah Mursalah.

. ldentifikasi masalah dan Batasan masalah

Menurut alur penyusun dari latar belakang masalah di atas bisa

diidentifikasi layaknya poin-poin berikut:

22 Maimun Zubair, Formulasi Nalar Figih, (Tim Kaki lima Lirboyo:Lirboyo, 2005), 153.
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1. Latar belakang pembuatan larangan yang dituangkan dalam SEMA tentang
pengajuan pra-peradilan oleh tersangka yang melarikan diri dan berstatus DPO

2. Kontradiksi antara SEMA Nomor 1 tahun 2018 dengan Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

3. Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 sebagai peraturan kebijakan atau
Bleidsregel.

4. Pendiskreditan upaya hukum oleh kuasa hukum dalam pengajuan praperadilan.

5. Kurang jelasnya kualifikasi melarikan diri dan DPO dalam SEMA Nomor 1
tahun 2018

6. Putusan yang tidak dapat diterima dalam SEMA Nomor 1 tahun 2018

7. Perspektif Maslahah Mursalah terhadap pembuatan SEMA Nomor 1 tahun
2018.

Dalam beberapa poin masalah yang menjadi dasar dari sebuah latar
belakang masalah tersebut, agar tidak terlalu bias dalam pokok pembahasan, maka
penulis akan membatasi permasalahan tersebut menjadi:

1. Latar belakang pembuatan larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka
yang melarikan diri dan berstatus DPO menurut SEMA Nomor 1 tahun 2018

2. lsi larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atau
berstatus DPO menurut SEMA Nomor 1 tahun 2018

3. Analisis Maslahah Mursalah terhadap larangan pengajuan praperadilan oleh

tersangka berstatus DPO berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2018
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C. Rumusan Masalah
Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah, maka dapat diambil
beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimana Latar belakang pembuatan larangan pengajuan praperadilan oleh
tersangka yang melarikan diri dan berstatus DPO menurut SEMA Nomor 1
tahun 2018 ?

2. Bagaimana isi larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang
melarikan diri dan berstatus DPO menurut SEMA Nomor 1 tahun 2018?

3. Bagaimana analisis Masalahah Mursalah terhadap pembuatan larangan
pengajuan pra-peradilan oleh tersangka yang melarikan diri atau berstatus

DPO menurut SEMA Nomor 1 tahun 2018?

D. Kajian pustaka
Kajian pustaka sendiri ialah sebuah rangkuman singkat dari sebuah
penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penilitian yang akan penulis
buat sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dibuat tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.?®
Sampai pada pertengahan tahun 2019 belum ada skripsi, tesis, ataupun
disertasi yang membahas Larangan pengajuang pra-peradilan oleh DPO

berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2018. Memang terdapat beberapa kajian

23 Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan
Skripsi (Surabaya : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.
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layaknya jurnal namun tidak menyentuh beberapa permasalahan yang ada di dalam

Maslakah Mursalah , yakni :

1. Jurnal yang masuk dalam buletin hukum dan keadilan tahun 2017 yang ditulis
oleh siti romlah, berjudul “Praperadilan terhadap tersangka kasus buron” disini
jelas terdapat banyak perbedaan diantara nya penggunaan kata “kasus” dan
“buron”. Dan juga menurut abstraksi dan juga pendahulan yang
menyantumkan rumusan masalah tidak terdapat unsur hukum Islam ataupun
Maslahah Mursalah di dalamnya.

2. Artikel yang ditulis oleh Garry evan Ananta, dari Fakultas Hukum universitas
17 agustus Surabaya yang berjudul “Keabsahan Praperadilan Tersangka
berstatus DPO” tetapi juga belum terdapat perspektif hukum islamnya.

3. Skripsi yang dibuat oleh Moch. Malik Ibrahim tentang Pelaksanaan Pra
Peradilan di pengadilan negeri kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Hukum Acara
Pidana Islam.

4. Skripsi yang dibuat oleh Nita Safitri tentang Analisis figih al gada’ terhadap
pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang praperadilan.
Dari semua kajian pustaka yang telah dipublikasi setidaknya empat judul
tersebutlah yang paling mendekati dengan penelitian ini. Meskipun dikatakan
paling mendekati, tetapi sejatinya banyak perbedaan antara ke-empat judul tersebut
dengan penelitian ini, layaknya metodologi penilitian mereka yang beberapa
mengguanakan metode empiris dan menggunakan pendekatan Case Approach.
bahkan dari sekian penelitian tersebut tidak ada sama sekali yang

menggunakan pisau analisis dari teori Maslahah Mursalah disetiap karya yang
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tercantum dan yang dipublikasi. Hal tersebut membuat penelitian ini berbeda dan
juga tergolong masih baru karena hanya berselang waktu kurang dari setahun dari

objek penelitian ini di keluarkan.

E. Tujuan Penelitian
Semua penelitian pasti memiliki sebuah maksud atau tujuan yang ingin di
wujudkan, maka dari itu tujuan dari sebuah penilitian ini, yakni :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan latar belakang pembuatan larangan
pengajuan pra-peradilan oleh tersangka berstatus DPO menurut SEMA Nomor
1 tahun 2018.

2. Untuk mendapatkan pengetahuan isi larangan pengajuan praperadilan oleh
tersangka yang melarikan diri dan berstatus DPO menurut SEMA Nomor 1
tahun 2018

3. Untuk mendapatkan pengetahuan analisis Masalahah Mursalah terhadap
larangan peengajuan praperadilan oleh tersangka berstatus DPO berdasarkan

SEMA Nomor 1 tahun 2018.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Setiap penilitian harus dipastikan memberikan sebuah hasil yang tentunya
berguna dalam hal akademis dan yuridis, maka dari itu kegunaan penelitian ini
yakni:

1. Kegunaan teoritis (keilmuan)
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Hasil dan kegunaan penulisan penelitian ini diharapkan memberikan
wawasan dan menambah khazanah keilmuan terkait permasalahan larangan
pengajuan pra-peradilan oleh tersangka yang berstatus DPO berdasarkan
SEMA Nomor 1 tahun 2018 dalam analisis menurut konsep Maslakah
Mursalah yang berfokus pada titik sebuah kemanfaatan.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan tulisan penelitian ini dapat membuat sebuah perubahan
terkait SEMA Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan Pra-peradilan
oleh tersangka yang melarikan diri dan berstatus DPO dengan sudut pandang
hukum islam tentang Maslahah Mursalah. Sehingga lebih selaras antara

SEMA tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lainya.

G. Definisi Operasional

Untuk membuat mudah para pembaca untuk memahami beberapa kata yang
memiliki sebuah definisi yang jelas maupun terdapat beberapa definisi di dalamnya

maka penulis menyediakan setidaknya pengertian dasarnya, seperti:
1. Maslahah Mursalah: adalah Metode penemuan hukum dengan sebuah
konsep Maslahah, yang tidak diatur dan tidak ditolak atau di gugurkan oleh

Nash dan hadis

2. Larangan pengajuan praperadilan: Suatu bentuk larangan dan atau penolakan
dari badan peradilan negeri,peradilan tinggi, maupun Mahkamah agung yang
ditujukan kepada para tersangka yang berstatus DPO, melalui SEMA Nomor

1 tahun 2018.
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3. Tersangka yang berstatus DPO: Tersangka yang dipanggil secara patut

selama 3(tiga) kali tapi tidak hadir atau alamatnya tidak jelas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat
memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan
dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode
penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain
penelitian yang digunakan.?*

Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang
meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu
penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan
diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat

1. Data dan Sumber Data
a. Sumber data yang bersifat primer
Dalam prespektif hukum sebagai ilmu normatif, maka didalam
sebuah penelitian hukum tersebut tidak mengenal adanya sebuah
sumber data melainkan bahan hukum.?®tetapi dalam panduan yang

diberikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya tetap

24 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2014), 54.
25 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum-Edisi Revisi (Jakarta:Kencana, 2017), 181.
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menyatakan bahwa penelitian kualitatif tetapi menggunakan sumber
data.?

Maka dari itu dalam penelitian ini sumber data yang berifat primer
adalah SEMA Nomor 1 tahun 2018 yang menyatakan larangan
pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus DPO, karena
SEMA tersebut menjadi objek utama penelitian, maka secara otomatis
SEMA Nomor 1 tahun 2018 dan juga peraturan yang membawahi
ataupun naskah komprehensif pembuatan SEMA tersebut menjadi
sumber data primer.

b. Yang kedua yakni sumber data sekunder

yaitu bahan-bahan data penunjang berisi literatur yang berkaitan
dengan materi, lantas dalam penilitian ini penulis mengambil beberapa
sumber data sekunder seperti:

1) Buku-buku yang membahas Ushul Figh terkhusus sebuah konsep

Maslahah Mursalah.

2) Buku-buku teks bacaan yang menjelaskan tentang kedudukan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

3) Buku-buku teks bacaan yang mempertegas kedudukan SEMA
sebagai Bleids Regel

4) Jurnal dan artikel yang membahas pelarangan tersangka yang

berstatus DPO mengajukan praperadilan,

26 Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan
Skripsi (Surabaya : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.
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5) Koran-koran, surat berita, dan juga berita online yang menunjukan
sebuah kasus yang membuktikan sema tersebut telah berlaku di
Indonesia

c. Bahan-bahan sumber data yang tidak bersinggungan langsung dengan
hukum, yang fungsinya hanya untuk mempermudah pengelolaan dan
penulisan penelitian ini, seperti Balck’s Law Dictionary atau kerap
dipanggil kamus hukum.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data merupakan suatu cara peneliti dalam
mengungkap dan menyempurnakan informasi untuk penguat penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library
research) yang jika dilihat dari asal pengambilan data merupakan
penelitian yang berasal dari data-data yang dikumpulkan dari
perpustakaan. 2’ Sumbernya berasal dari beberapa perpustakaan baik
berupa buku, ensklopedi, kamus-kamus bahasa atau kamus hukum,
jurnal, dokumen serta naskah komprehensif, majalah hukum dan lain
sebagainya.

3. Teknik pengolahan data
Teknik pengolahan data ialah suatu langkah dalam sebuah penelitian
yang digunakan untuk mengolah data awal bersifat baku yang ada di

lapangan atau pustaka menjadi data setengah jadi dan data jadi untuk

27 Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik
Serta Ilmu-llmu Sosial Lainya, Edisi Kedua, (Jakarta:Kencana, 2017), 55.
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kemudian dianalisis dan disimpulkan. Setelah data terkumpul, maka hal

yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Proses editing (pemerikasaan data), yakni pemeriksaan ulang data-
data yang diperoleh terlebih utama lagi yakni dari segi
kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara satu data
dengan yang lainnya. Data diperiksa dari segi kelengkapan, kejelasan,
dan keselarasan antara beberapa kitab ushul figh berikut kaidah-
kaidah figihnya dengan literatur tambahan yang lain.

b. Proses organizing, yang berarti menyusun data yang diperoleh
secara sistematis dan kemudian dirumuskan. Sehingga terlihat jelas
tentang hasil dari pendekatan teori Maslahah terhadap SEMA Nomor
1 Tahun 2018 tentang pelarangan pengajuan praperadilan oeh
tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO dan setelah itu
disinkronisasi baik dengan peraturan yang diatasnya atau peraturan
yang setara maupun yang menjadi turunannya.?®

4. Teknik Analisa Data
Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian
normatif ini adalah deskriptif preskriptif?® yakni menggambarkan dan
memaparkan sebuah permasalahan yang dalam penelitian ini yakni sebuah

SEMA Nomor 1 tahun 2018 tentang pelarangan pengajuan permohona

praperadilan setelah itu disambung dengan penambahan peskriptif atau

28 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (
Jakarta:Rajawali Press, 1985), 51.

29 Mukti Fajar Nur Dewata Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan
Empiris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 184.
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analisis pandangan penulis terhadap permasalahan dengan menggunakan
teori Istinbat dalam Ushul Figh yakni Maslahah Mursalahsehingga
diharapkan bisa mendapat sebuah data yang terolah secara kredibel dan

dapat jelas ketika disimpulkan.

Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan ini terstruktur rapi dan sistematis maka susunan dari
penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa poin utama yang terdiri dari :

Bab pertama diisi oleh beberapa poin seperti pendahuluan yang terdiri dari
latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas konsep Maslakah Mursalah dari pengertian, dasra
hukum, jenis-jenis, alasan Maslazah Mursalah menjadi dasar hukum, pembahasan
konsep perlindungan hak asasi seorang tersangka, dan juga teori tentang
perlindungan hak tersangka dalam hukum pidana.

Bab tiga membahas bahan hukum yang berisi tentang latar belakang
pembuatan, dan isi larangan pengajuan pra-peradilan oleh tersangka yang
melarikan diri atau berstatus DPO berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2018.

Bab empat berisi tentang analisis latar belakang dan isi SEMA Nomor 1

tahun 2018 dengan menggunakan Maslahah Mursalah sebagai pisau analisis
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pelarangan pengajuan pra-peradilan oleh tersangka berstatus DPO berdasarkan
Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018.

Bab lima, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan
menyediakan jawaban-jawaban terkait permasalahan dan juga preskriptif solusi

untuk pokok permasalahan.



BAB Il
KONSEP MASLAHAH MURSALAH DAN TEORI TENTANG
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA

A. Konsep Maslahah
1. Pengertian Maslahah
Maslakah secara etimologi mempunyai makna sesuatu yang baik, dirasa
lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasaan saat diterima oleh

akal sehat.

! Maslakah sendiri berasal dari kata berbahasa arab yakni "ialial jamak
nya "zl==all" yang bermakna segala sesuatu yang baik, bermanfaat dan melawan
dari semua bagian keburukan.? Sedangkan maslakzah menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, jika Kita lihat dari firman

Allah dalam Al-Quran surat al-anbiyaa’ ayat 107 yang berbunyi:

- d s s z -

el s Oy adl G

“Kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi
seluruh alam™®

Dari potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa, ketika Syari’ dalam

menentukan dan membuat Syara’ selalu sesuai dengan adanya rahmat, dan rahmat

bagi semesta alam merupakan sebuah hal yang sama dengan maslahah. Tujuannya

1 Syarifudin Amir, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta:Kencana, 2014), 232.

2 |bid., 367

3 Agus Hidayatullah Dkk, Alwasim Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per
Kata, (Bekasi:Cipta Bagus Sagara, 2013), 331.

24
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yakni kebaikan untuk manusia dari saat di dunia sampai manusia berpindah ke alam
akhirat.

Dengan cakupan arti yang cukup luas, beberapa imam memberikan
formulasi definisi dari maslahah. Meskipun berbeda dalam redaksi katanya namun
banyak persamaan isi dalam penjelasan tentang maslahah oleh beberapa ulama
Ushul Figh, seperti imam Al-Ghazali yang memberikan definisi sebagai berikut:

(b sl llaall) 35 &85 5 dadia Qs G JLaVT (i3 lke (o8 Aaliadll

“maslahah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat

atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan sebuah

kemudharatan ”.

Imam jalaluddin Abdurrahman juga memebrikan sebuah formulasi nya

terkait definisi maslahah, beliau menyebutkan sebagai berikut:

A5 gaiay ) 4x8l Aliadll Ge a0 o jlala  Je 48880 Uk d5Taa)

2 5ai 5 el o) 3Al i 1oYW A3

“Maslahah 1alah memelihara maksud hukum syara’ terhadap berbagai

kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya bukan
berdasarkan keinginan-keinginan dan hawa nafsu manusia belaka”.*

Sehingga pengertian Maslahah dalam arti umumnya adalah setiap segala

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan

sebuah kebahagiaan dan kesenangan yang telah ditetapkan garis-garis

pembatasnya, atau menolak serta menghindarkan sebuah kemudaratan atau

kerusakan.

4 SA Romli, Pengantar llmu Ushul Figh-Metodologi Penetapan Hukum Islam, (Depok:Kencana,
2017), 189.
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2. Dasar Hukum Maslahah
Dasar penguat tentang maslahah yang menjadi pensyariatan hukum islam
tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran di antaranya yakni pada surat al-Hadid

ayat ke-28 :

2 - /w/ -

\)j)rng»UJWJ‘JAJwr_{J‘}Jdrﬂj\jﬂﬁjw\\j&.}\\y JJJ\L@_;\L:

PR I }ﬂ/Co}/c 2

;v-}))}” V—Q;WJ‘“UW

“Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada

Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan

rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang

dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas memperkuat pemikiran bahwa ketika Syari’ menetapkan suatu
Syara’ harus terdapat sebuah maslakzah. Dalam ayat tersebut juga terdapat seruan
dari Allah kepada orang-orang yang beriman untuk selalu menaati perintah-Nya
dan percaya pada Rasul-Nya dengan imbalan sebuah rahmat ataupun sebuah
kemaslakatan bagi masing-masing individu beriman.

Dalam beberapa ayat lain juga terdapat kandungan tentang maslazah seperti

dalam Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 195 yang berbunyi :

5 Agus Hidayatullah Dkk, Alwasim Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per
Kata, (Bekasi:Cipta Bagus Sagara, 2013), 30.



27

2

M\ww\:\ ey O &L ) Sl 13 0y D L 3

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,
karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”®
Belanjakanlah hartamu dengan sesuatu yang sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan oleh syariat, ayat diatas juga menjelaskan bahwa dalam hal-hal tentang
penjagaan harta benda yang dimiliki seorang umat muslim harus selalu menolak
sebuah keburukan, maka hal tersebut sudah merupakan ruang lingkup daripada
maslakah.
maslakah juga dijelaskan secara tersirat mengenai menolak keburukan dan

menerima sebuah kebaikan yang telah ditetapkan dalam syara’, hal tersebut

terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

. P - /.u//

ngup\fd;wuu B J\Usyuuvﬁwvﬂyugmuw J,\Ju@u

P

5% o oo c

b, (55 05 L3 5 W SCEN Y, ©

‘“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.””’

3. Jenis-jenis maslahah

® 1bid., 30
" 1bid., 83
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maslakah dalam disiplin ilmu ushul figh memiliki beberapa macam jenis yang
berdasarkan berbagai hal, yakni:
a. Dari segi korelasi dan keselarasan akal dengan tujuan syara’ dalam
membuat hukum, maslahah dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Maslahah Al-Mu’tabarah

yaitu maslakzah yang benar benar didukung oleh Syari’. Artinya dalam
maslakah tersebut ada petunjuk dari Syari’, secara langsung ataupun
tidak yang memberikan petunjuk pada adanya maslazah dan menjadi
alasan dalam membuat sebuah hukum. Contoh dalil nash yang yang
menunjuk pada maslakah yaitu, larangan mendekati perempuan haid
karena haid itu adalah penyakit.® Hal tersebut dianggap masuk dalam
logika manusia karena terdapat sebuah mudharat yang jelas ketika
seorang perempuan yang hadi disetubuhi.

2) Maslahah Al-Mulghah

Yakni maslakah yang tidak diakui oleh syara’ karena bertentangan
dengan ketentuan syara’.® Dalam buku Profesor Amir Syarifudin
menerangkan maslakah al-mulghah adalah maslazah yang dianggap
baik oleh akal manusia tapi tidak diperhatikan oleh syara’ dan terdapat

pentunjuk penolakan oleh syara’.1°

8 Syarifudin Amir, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta:Kencana, 2014), 373.
® Nasrun Haroen, Ushul Figh, Jilid I1, (Jakarta:Logos Wacana IImu, 1997), 119.
10 Syarifudin Amir, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta:Kencana, 2014), 375.
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Contohnya, peradaban masyarakat pada zaman sekarang sudah
mengukuhkan konsep emansipasi terhadap gender, diamana wanita
dibuat menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Hal ini oleh logika
manusia dianggap baik atau bisa disebut maslakah, menyetarakan
hak-hak yang dimiliki = perempuan  dengan laki-laki dalam
memperoleh harta warisan, dan ini pun dianggap sejalan dengan
tujuan ditetapkannya waris oleh Allah swt. Untuk membagi hak waris
kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki.
Tetapi, hukum syara’ sudah sangat jelas berbeda dengan presepsi
akal logika manusia, yakni hak waris laki-laki ialah dua kali lipat
dari hak waris yang harus dibagi kepada perempuan, sebagaimana
ditegaskan dalam QS. An Nisa:11 serta ketegasan Allah dalam hal hak
waris laki-laki adalah dua kali dari hak perempuan tercantum dalam
QS. An Nisa: 176.

3) Maslahah Mursalah

Maslakah Mursalah yakni sebuah kemaslahatan yang tidak diatur
oleh syara’ untuk mewujudkannya dan tidak juga ditolak oleh
Syari’ ataupun terdapat dalil syara’ yang memerintahkan untuk
menerima dan menolaknya.!!

Maslakah Mursalah kerap disebut dengan istislakz, yakni segala
sesuatu yang dipandang manfaat dan Maslakah oleh akal logika

manusia, serta sejalan dengan tujuan syara’ dalam membuat suatu

11 Abdul Wahab Khalaf, Mashadir Al-Tasri’ Al-Islam, (Ttp:Dar Al Qalam, 1978), 84.
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hukum. tapi tidak ada satupun petunjuk syara’ yang mendukung nya
dan tidak ada pula yang menolaknya.*2

Secara definitif dapat dipahami bahwa Maslahah mursalah
merupakan sebuah metode istinbat hukum (legal theory) yang
didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas
khusus dari nash tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil
yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidak validitasannya.
Untuk itu Imam Al-Ghazali meng Klasifikasikan istislah atau
Maslahah mursalah sejajar dengan istihsan di antara metode
penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki
qiyas. Sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah “usdl al-
mafhdmah”, yaitu prinsip-prinsip di mana para intelektual Islam lebih
menyandarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya
ketimbang pada hadis.*?

Adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode Maslahah mursalah

ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil ‘agli (rasio), yaitu;'*

a. Para sahabat telah menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini
dilakukan karena khawatir Al-Quran bisa hilang. Sementara perintah
dan larangan Nabi SAW. tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga
upaya pengumpulan Al-Quran tersebut dilakukan semata-mata demi

kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat

12 Syarifudin Amir, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta:Kencana, 2014), 376-377.
13 Imam Al-Ghazali, Al-Mustasfi Min ‘Ilm Al-Usil, Cetakan Ke-2, (Baghadad:Muthana’,1970), 27.
14 Muhammad Ab( Zahrah, UsQl Figh, (Kairo: Dar Al-Fikr, 2012), 280.
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telah me nerapkan Maslahah mursalah, meski pun secara teknis istilah
tersebut belum melembaga saat itu.

b. Para sahabat menggunakan Maslahah mursalah sesuai dengan tujuan
syara’ (al-mal&@’imah li magasid al-sydri’), sehingga harus diamalkan
sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika me ngesampingkannya berarti
telah menge sampingkan tujuan syara’ dan hal itu jelas termasuk
perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang
pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan
pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan
pokok lainnya.

c. Tujuan pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisir
kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan
senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika
kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak
direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil
yang mengakuiny niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari
kehidupan manusia, serta akan statis lah pertumbuhan hukum.
Sementara sikap yang tidak memperhatikan per kembangan maslahat
tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.

Penerapannya dalam kehidupan ialah seperti: perkawinan di bawah
standar umur yang tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh
wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa

perkawinan di bawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena
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anak yang menikah di bawah umur kebanyakan tidak siap secara jiwa
maupun raga untuk menghadapi peran, permaasalahan serta tugasnya
sebagai suami istri.®
4. Maslahah sebagai dasar pembuatan hukum
Menurut istigra’ (penelitian social empiris) serta melihat nash-nash al-quran
ataupun hadis diketahui bahwa dalam syariat Islam mencakup diantaranya
pertimbangan kemaslahatan manusia. maslakah yang mu tabarah (dapat diterima)
ialah maslakah-maslakah yang bersifat hakiki, didukung oleh nash dan meliputi
lima jaminan dasar kehidupan manusia, yaitu perlindungan terhadap keyakinan
agama, keselamatan jiwa, akal, keluarga dan keturunan, dan harta benda. Lima
dasar pokok kehidupan tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan manusia
agar manusia dapat hidup aman dan tenang.!® Banyak ulama’ memakai maslakah
dalam kajian istinbat hukum untuk persoalan-persoalan yang mursal, membuat
setidaknya empat persyaratan dasar sehingga kajiannya bisa diterima, yaitu:

a. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitan yang
mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan
secara nyata tidak berupa dugaan-dugaan belaka. Artinya bahwa menata
hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat
membawa kebaikan dan menolak keburukan.

b. Tinjauan kemaslahatan tidak boleh particular atau terpisah-pisah, harus lebih

general dan universal, yakni tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu

15 Masfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariat, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), 83-84.
16 1bid., 451.
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atau dua orang atau kelompok tertentu saja. Tetapi harus menyeluruh bagi
umat muslim, dalam kelompok mayoritas.

c. Kemaslahatan itu tidak bertolak belakang dengan dasar-dasar yang telah
ditetapkan oleh nash atau ijma’.t’

d. Maslahah mursalah itu digunakan ketika dalam peristiwa yang memerlukan,
yang mana misalkan terdapat suatu masalah yang tidak diatasi dan ditemukan
suatu solusi dengan cara ini, maka seluruh umat Islam akan berada dalam

kesulitan.®

Imam Malik mengajukan tiga syarat yang wajib ada dalam penggunaan sebuah
maslakah sebagai dasar penetapan hukum yaitu:

a. Adanya kesesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil
yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat.

b. maslahah 1tu harus masuk akal dan mempunyai sifat-sifat yang sesuai
dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok
rasional dapat diterima.

c. Penggunaan dalil masiahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan
yang mungkin terjadi. Dalam pengertian seandainya maslahah yang dapat

diterima akal itu tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan.®

7 Dede Rasyada, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), 99.

18 Mukhtar Yahya Dan Fatkurrahman, Dasar Pembinaan Hukum Figih Islam, (Bandung:Al Maarif,
1997), 109.

19 Ibid., 454
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B. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana

1. Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum dalam arti bahasa inggris sering dijumpai dengan istilah

“protection of the law”. Pengertian perlindungan hukum sendiri menurut istilah

yakni segala prilaku melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga

negara.?’ Para pakar hukum mempunyai arti tersendiri mengenai perlindungan

hukum, sebagai berikut ini:

a.

Menurut Profesor Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah segala
sesuatu yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang
dirugikan oleh manusia lain dan perlindungan tersebut ditujukan kepada
masyarakat agar mereka semua dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum.

Menurut  Profesor Philipus M. Hadjon perlindungan hukum ialah
perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-
hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut CST Kansil, berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah segala
upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis dari gangguan dan

berbagai macam ancaman dari pihak manapun.

20 Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Cetakan 3, (Jakarta:Balai Pustaka, 1996), 3.
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Unsur pokok dalam sebuah negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan
terhadap “Fundamental Rights” dalam bahasa indonesia disebut Hak Asasi. Istilah
hak-hak asasi digunakan sebagai terjemahan terhadap istilah basic rights (Bahasa
Inggris), grondenrechten (Bahasa Belanda).

pengertian hak asasi manusia (HAM) sendiri ialah hak yang melekat sejak
manusia itu lahir sehingga merupakan hak bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi
dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. > Arief Budiman mengemukakan
pendapat bahwa HAM adalah hak kodrati manusia yang diberikan oleh tuhan,
begitu manusia dilahirkan, secara langsung dan otomatis HAM itu melekat pada
dirinya karena dia mansusia. Dalam sudut pandang ini HAM berdiri di luar
undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara/ hak
warga sipil dengan HAM.?® Selaras dengan pemikiran tersebut, Ramdlon Naning
menyatakan HAM ialah hak yang melekat pada martabat manusia, yang
melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar
pokok sebagai anugerah llahi.?* Dalam korelasi dengan argumentasi tersebut,
Wolhoff mendeklarasikan bahwa HAM merupakan sejumlah hak yang berakar
dalam tabiat kodrati setiap personal pribadi manusia. Maka Kkarena
kamanusiaannya, HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika

dicabut hilanglah kemanusiaannya itu.?

2L Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek,
Cetakan 1, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989), 18.

22 pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 Tentang Hak Asasi Manusia.

23 0.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana,
Cetakan 2, (Bandung: PT. Alumni, 2013), 60-61.

24 Ibid., 61.

%5 |bid.
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2. Proses Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan pada Pancasila serta
menjunjung tinggi dan mengakui adanya perlindungan hak asasi manusia. Di
bidang HAM timbul kewajiban untuk menegakkan penghormatan, pemenuhan
dan perlindungan HAM dengan diperkuat dalam empat kali amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) yang menambahkan pasal-pasal
mengenai HAM dan prinsip pelaksanaannya, yaitu bermula dari Pasal 28 A sampai
Pasal 28 J dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab X tentang HAM dan dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta dalam
undang-undang nomor 26 tahun 2000 yang mnejelaskan tentan pengadilan HAM.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan
bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ialah lembaga
independen yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya yang
bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan
mediasi hak asasi manusia.

Hak asasi manusia digolongkan ke dalam dua kategori, yakni hak-hak
yang tidak bisa ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun dan hak- hak yang
dalam keadaan darurat dijinkan untuk ditunda pemenuhannya. Hak-hak yang tidak
dapat ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun antara lain adalah hak untuk
hidup, hak untuk bebas dari siksaan, dan hak untuk di perlakukan sama

dihadapan hukum.?

26 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kajian Hak Asasi Manusia Tentang Peradilan Militer Di
Indonesia, Komnas HAM (Jakarta:Komnas HAM 2014), 1-2.
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Sistem hak asasi manusia mencakup di dalamnya lingkup pembahasan
administrasi peradilan, yang memuat beberapa pokok aturan yakni peradilan yang
adil (Fair Trial), Indepedensi Pengadilan (Indepence Judiciary), dan pemulihan
secara efektif (Effective Remedies). Kiadah —kaidah pokok tersebut tidak hanya
berlaku untuk peradilan pidana umum maupun peradilan pidana militer.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih menekankan penyelidikan
dibanding penyidikan. Yang dimana, HAM memiliki kewenangan untuk
menyelidiki pelanggaran HAM, vyaitu: penyelidikan dan pemeriksaan terhadap
peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya

patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.?’

Pelanggaran HAM paling banyak dari penangkapan sampai penahanan ialah
ketika penahanan. Alur penegakan hukum acara pidana yang dimulai dari
Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan dan pemeriksaan
surat menimbulkan dampak sedikit banyak telah mengurangi kebebasan orang,
dengan demikian merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia.
Mengenai penangkapan tersebut, telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ketentuan tentang penahanan dalam HIR, lebih kuno dan telah diganti jauh
lebih basik oleh KUAHP, maka setidaknya ketentuan dalam KUHAP lebih
menjamin hak asasi manusia. Di dalamnya penahanan ini diatur juga didalam Pasal

12 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Akan tetapi, beberapa

27 pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara (LN) Tahun 1999
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 Tentang Hak Asasi Manusia.
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klausa peraturan penahanan dalam KUHAP tidak sesuai dengan Konvensi
Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 ICCPR
(International Covenant on Civil and Political Rights) menentukan bahwa segera
(promptly) tersangka ditangkap harus secara fisik dibawa ke hakim untuk
dilakukan penahanan.?®
Dalam asas dasar hak asasi manusia adalah perlindungan atas ketentraman di
dalam tempat kediaman orang.?® Pelanggaran atas asas itu (mengganggu tempat
kediaman orang) merupakan suatu pelanggaran yang serius. Pasal 12 Deklarasi
Umum Hak Asasi Manusia menjamin kentetraman tempat kediaman orang,
Pasal itu berbunyi:
“Tiada seorang pun jua dapat diganggu dengan sewenang- wenang dalam
urusan perorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat
menyuratnya atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak
mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau
pelanggaran-pelanggaran demikian. Tidak seorang pun dapat dikenakan
penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas
perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang.”*°
Penyitaan ialah pembatasan terhadap hak asasi manusia terhadap hak
milik. Tindakan penyitaan ialah suatu pengambil alihan dan penguasaan milik
orang. Dengan sendirinya, hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang

pokok, yaitu merampas penguasaan kepemilikan individu atau milik orang.

Salah satu yang dilindungi oleh The Universal Declaration of Human Rights

28 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana
Perbandingan Dengan Beberapa Negara, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010). 73

29 |bid, 91.

% pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Lembaran Negara (LN) Tahun 2004 Nomor 8
Tentang Kekuasaan Kehakiman.
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adalah hak milik. Hal tersebut tertera dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagali
berikut:
“every one has the right to own property alone as well as in association
with others.” (Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain).
3. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penegakan Hukum
Pidana
Dalam perkara pidana sebenaranya terlibat beberapa pihak. pihak-pihak yang
saling berhadapan itu terdapat penengah yakni sebuah majelis hakim yang tidak
membela dan memihak kedua belah pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut
sistem pemeriksaan akusator (accusatoir). Dahulu, dipakai sistem inkisitor
(inquisitor) dimana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan
penuntut umum berada pada pihak yang sama. Dalam sistem saling berhadapan
(adversary system) ini ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat
hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama
negara menuntut seorang nara pidana sesuai delik yang dilakukan seorang nara
pidana tersebut. Di belakang penuntut umum ini ada bagian dari satuan kepolisian
yang memberi data tentang hasil penyelididkan dan penyidikan (sebelum
pemeriksaan hakim). Bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan
diuji dalam praktek. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar
mengaku, menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro kekerasan tersebut akan tetap
ada dan sukar sekali dihilangkan. Contoh lain ialah cara pemeriksaan tersangka

berjam-jam, terus -menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya
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mengaku.3! Mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur
dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokan sebagai berikut:

a. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera mendapat Pemeriksaan Penjabaran
prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam
Pasal 50 KUHAP, yang member hak yang sah menurut hukum dan
undang-undangg kepada tersangka atau terdakwa:

1) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;

2) Berhak segera diajukan ke siding pengadilan;

3) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (speedy trial
right).

b. Hak untuk Melalukan Pembelaan Untuk mempersiapkan hak pembelaan
tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal
51 sampai Pasal 57).

c. Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada Dalam Penahanan Hak-hak
terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya
terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau
diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum
tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi
tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahan.

d. Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan Disamping hak yang

diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses

31 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 65.
82 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan
Penuntutan Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 332.
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penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa
selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

e. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum Seperti yang diketahui,
undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi
hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan
pengadilan.

f. Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi KUHAP memberi hak kepada
tersangka  untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitas. Salah satu hak
tersangka yang sering dipermasalahkan adalah hak untuk memilih
menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik, penuntut
umum dan hakim. Yang banyak dipermasalahkan di tingkat penyidikan
adalah apakah tersangka berhak untuk menjawab pertanyaan penyidik. Di
Inggris berlaku hak untuk tidak menjawab, bahkan sangat Kketat.
Pemeriksa harus mulai dengan mengatakan kepada the suspect bahwa ia

mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan.

4. Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 14 secara rinci
menjabarkan pentingnya prinsip-prinsip fair trial untuk pengadilan yang adil dan

tidak memihak dengan menyatakan bahwa

3 Andi Hamzah, Perlindugan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan
Dengan Beberapa Negara, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), 53.
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“..setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum,

oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan

dibentuk menurut hukum...”.

’

Prinsip ini, tidak hanya berlaku untuk peradilan umum namun juga peradilan

khusus, termasuk didalamnya peradilan militer, sebagaimana dinyatakan oleh

Komentar Umum 13 dan pada General Comment Nomor 29 dinyatakan bahwa

dalam prinsip fair trial tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun dan dalam

kondisi apapun. Pada Pasal 7 African Charter on Human and People’s Rights ,

Pasal 8 American Convention on Human Rights dan Pasal 6 European Charter on

Human Rights dimana Instrumen Internasional yang tersebut diatas menjamin

prinsip fair trial yang terjamin dalam sistem peradilan sejak proses investigasi

sampai dengan putusan akhir. Fair trial tercakup didalamnya:

a.

b.

C.

Hak atas persamaan di depan pengadilan dan akses ke pengadilan;

Hak atas peradilan yang terbuka;

Hak atas untuk diperiksa oleh independensi, kompetensi dan imparsialitas
pengadilan yang dibentuk berdasarkan hukum;

Hak atas praduga tidak bersalah;

Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan hak untuk bebas dari
penyiksaan;

Hak untuk tidak menunda persidangan;

Hak untuk diberitahukan tuduhan atau dakwaan secara cepat didalam

bahasa yang jelas dan dimengerti oleh terdakwa atau tersangka;
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. Hak untuk mempunyai waktu dan fasilitas layak untuk mempersiapkan
pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara;

Hak untuk memperoleh bantuan penerjemah;

Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum;

. Hak untuk membela secara mandiri di persidangan atau melalui pengacara
yang dipilihnya sendiri;

Hak untuk tidak dipaksa mengatakan yang akan menjerat dirinya atau hak
untuk diam;

. Hak untuk menguji saksi yang memberatkan terdakwa atau tersangka, hak
untuk menghadirkan saksi di depan pesidangan;

. Hak untuk banding (right to appeal);

. Hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya;

. Hak atas didengar dengan adil (fair hearing);

. Hak untuk dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi;
Hak untuk diperlakukan manusiawi dan bebas dari penyiksaan;

Hak atas diberitahu tuduhan dalam bahasa yang dimengerti;

Hak atas pendampingan hukum;

. Hak untuk diam atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya;

. Hak untuk menjaga berkas pemeriksaan (tetap rahasia) atau The Duty to
Keep Records of Interrogation ;

. Hak untuk mempersiapkan pembelaan dalam waktu dan fasilitas yang
cukup atau layak;

. Right to equality of arms and adversarial proceedings.
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Prinsip kemandirian peradilan merupakan salah satu ciri negara
konstitusional yang modern yang diturunkan dari teori pemisahan kekuasaan.
Dimana eksekutif, legislatif dan kehakiman membentuk tiga pemisahan
pemerintahan sebagai sebuah sistem chekh and balances yang ditujukan untuk
mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan.®*

Pada sistem hukum yang demikian, tidak lengkap tanpa adanya
kemandirian  para pengacara atau advokat yang mampu melaksanakan
pekerjaannya secara bebas dan tanpa takut adanya balas dendam. Kemandirian
pengacara memainkan peranan yang cukup penting dalam membela hak asasi
manusia dan hak-hak fundamental selamanya, suatu peranan yang bersama-sama
dengan para hakim dan jaksa yang independen dan imparsial, adalah hal yang
sangat perlu untuk memastikan bahwa rule of law berjalan, dan hak-hak individu
dilindungi secara efektif.*®> Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri
adalah salah satu wujud implementasi dari norma-norma hak asasi manusia yang

universal. 3

34 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Konsep Dan Sejarah Hak Asasi Manusia, Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, (Jakarta:Komnas HAM, 2010), 18.

% Ibid.,18-19.

3 |bid.



BAB 111
LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA
YANG MELARIKAN DIRI DAN BERSTATUS DPO BERDASARKAN
SEMA NOMOR 1 TAHUN 2018

A. Latar Belakang ditetapkanya SEMA Nomor 1 Tahun 2018

Setelah adanya Putusan Pra peradilan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel
atas nama Bachtiar Abdul Fatah dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/PUU-
XI11/2014, merupakan perluasan ruang lingkup obyek pra peradilan yang
sebelumnya tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut (KUHAP).!

Sejak itu diantara tahun 2014 hingga 2017 Akhir-akhir ini, dalam dunia hukum
pidana praperadilan menjadi sebuah trend terbaru di kalangan praktisi hukum,
terutama yang bergerak pada penanganan kasus korupsi. Praperadilan itu sendiri
sebenarnya merupakan salah satu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa
dan memutuskan tentang beberapa perkara,? yaitu sah atau tidaknya penangkapan
dan atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarga, atau kuasa hukum
tersangka, sah atau tidaknya penghentian suatu penyidikan atau penuntutan, dan
permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarga, atau kuasa
hukum tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 Angka 1

KUHAP).

! Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2 Andi Hamzah, Perlindugan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan
Dengan Beberapa Negara, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010),187.
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Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI1/2014,
praperadilan juga menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Berlanjut
ketika Komjen Budi Gunawan mengajukan praperadilan terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian tidak lama setelahnya Mahkamah
Konstitusi mengeluarkan putusannya No. 21/PUU-X11/20143 praperadilan menjadi
suatu tren terbaru untuk menghindar dari meja hijau. Maksud dan tujuan
diadakannya praperadilan telah bergeser, dari yang seharusnya dimaksudkan untuk
tegaknya hukum serta sebagai perlindungan hak asasi tersangka di tingkat
penyidikan, menjadi salah satu sarana untuk menghindari tuntutan meja hijau.

Sebagaimana data yang dikeluarkan KPK, jumlah praperadilan kepada KPK
meningkat, dari tidak ada kasus gugatan praperadilan kepada KPK sama sekali pada
tahun 2014 hingga meningkat 25 kasus pada tahun 2015 dan pada tahun 2016
terdapat 15 kasus Pada tahun 2016 lalu terdapat kasus yang heboh dibicarakan,
yaitu kasus dugaan korupsi penggunaan dana hibah pada Kantor Dinas Jawa Timur
untuk pembelian IPO Bank Jatim dengan terdakwa La Nyalla Matalitti. Saat itu La
Nyalla mengajukan dua kali gugatan praperadilan, akan tetapi semuanya itu
diajukan saat La Nyalla sendiri menjadi buronan atau masuk ke dalam Daftar
Pencarian Orang (DPO).

Sidang praperadilan pertama yang didaftarkan oleh kuasa hukum La Nyalla
menang dan La Nyalla bebas dari penetapan tersangka oleh kejaksaan tinggi Jawa

Timur. Pada sidang praperadilan kedua didaftarkan oleh anaknya yang juga

% Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 21/PUU-X11/2014, (Jakarta:MK, 2014)
‘Akhmad Muawal Hasan, “Permohonan Praperadilan La-Nyalla di  Kabulkan”,
https://tirto.id/permohonan-praperadilan-la-nyalla-dikabulkan-ETV, diakses pada 5/11/2019.
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dimenangkan pula oleh pihak La Nyalla. °Tidak hadirnya pihak yang kasusnya
diajukan ke praperadilan secara langsung karena melarikan diri atau DPO memang
tidak diatur dalam KUHAP, karena dalam pasal 79 KUHAP juga menyebutkan
bahwasannya kuasa hukum atau keluarga tersangka juga dapat atau boleh
mengajukan gugatan praperadilan. Namun, kendati demikian ketidakhadirannya
karena pihak terkait DPO dalam praperadilan tersebut menimbulkan itikad buruk
kepada dirinya sendiri. Selain itu, pengajuan gugatan praperadilan bagi orang yang
dinyatakan buron atau masuk kedalam daftar pencarian orang merupakan suatu hal
yang ambigu dan tidak pantas. Pasalnya, sebuah logika yang normal ketika orang
berpikir seseorang dapat meminta hak-hak mereka ketika kewajiban telah
terpenuhi.

Kasus pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh kuasa hukum maupun dari
pihak keluarga La Nyalla Maltalitti bukanlah satu-satunya kasus tersangka yang
melarikan diri atau menjadi DPO tetapi tetap ingin mengajukan praperdilan,
setidaknya dalam direktori putusan praperadilan mahkamah agung terdapat nama-
nama politikus negara terkenal, seperti:®

1. Setya Novanto

Ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada Jumat
(10/11/2017). Hal ini merupakan penetapan tersangka Novanto yang kedua

setelah dibatalkannya status tersangka pada praperadilan yang dipimpin hakim

5 Rois Jajeli, “Hakim Tunggal PN Surabaya Kabulkan Permohonan Praperadilan La Nyalla”,
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3185713/hakim-tunggal-pn-surabaya-kabulkan
permohonan-praperadilan-la-nyalla, diakses pada 6/11/2019.

& Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kelompok Kasus Praperadilan, tahun 2015-2017.
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tunggal sesuai dengan KUHAP dengan susunan ketua majelis Hakim Cepi.

Namun, saat ditetapkan sebagai tersangka untuk kali kedua, Novanto selalu
mangkir dari pemeriksaan dan tak kunjung menyerahkan diri. KPK pun
akhirnya memasukan namanya ke dalam DPO, atau dengan kata lain Novanto

berstatus buronan sejak Kamis (16/11/2017).

Meski telah di tetapkan sebagai DPO, pada Kamis (9/11/2017), kuasa
hukum Novanto sempat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan
Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pengajuannya itu pun diterima oleh PN Jaksel.
Meski pada akhirnya gugatan Novanto digugurkan oleh Hakim Kusno dalam

sidang praperadilan, Kamis (14/12/2017).

2. Miryam S Haryani

Miryam ialah tersangka kasus pemberian keterangan palsu di persidangan
e-KTP. KPK kemudian menetapkannya sebagai DPO pada Kamis (27/4/2017).
KPK menilai Miryam berkali-kali menghindari untuk datang pemeriksaan

KPK sehingga ditetapkan sebagai DPO.

Namun melalui kuasa hukumnya, Miryam mengajukan praperadilan di
Pengasilan Negeri (PN) Jaksel atas status tersangka dari KPK pada Jumat
(21/4/2017). Meski demikian, dalam putusan sidang praperadilan yang
dibacakan hakim tunggal Asiadi Sembiring pada Selasa (23/5/2017), hakim

menolak gugatan yang diajukan mantan anggota Komisi Il DPR RI tersebut.



3. Jafar Abdul Gaffar

Bareskrim Mabes Polri memasukkan anggota DPRD Kota Samarinda, Jafar
Abdul Gaffar, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam Daftar Pencarian
Orang (DPO), Kamis (20/4/2017). Dia menjadi DPO karena mangkir dari
pemeriksaan atas keterlibatannya pada kasus korupsi penetapan tarif tenaga

kerja bongkar muat (TKBM) pelabuhan di Kaltim.

Meski demikian, Gaffar melakukan perlawanan. Dia mengajukan gugatan
praperadilan saat dirinya tengah menjadi DPO. Dalam sidang praperadilan
yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Jumat (5/5/2017),
dia tak hadir. Hingga akhirnya hakim tunggal Marulak Purba menolak seluruh

gugatan Gaffar, Senin (15/5/2017).

4. Rusli Sibua

Rusli Sibua merupakan Bupati Kabupaten Morotai, Maluku Utara. Dia
menjadi tersangka KPK pada kasus penyuapan terhadap mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Jumat (26/6/2015). Bersamaan
dengan itu, dia juga tengah menjadi tersangka atas kasus perusakan PT Morotai

Marine Culture (MMC) pada 2013.

Pada saat Rusli berhadapan dengan KPK atas kasus suapnya, penyidik
Direktorat Reskrimum Polda Maluku Utara (Malut) menetapkan sebagai DPO
pada Selasa (7/4/2015). Penetapannya sebagai DPO terkait dengan mangkirnya

Rusli saat dimintai keterangan pada kasus perusakan PT MMC.



Saat dirinya berstatus DPO pada kasus MMC, Rusli mengajukan
praperadilan atas kasus suap MK yang menjeratnya di Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Selatan, Senin (6/7/2015). Kendati demikian, hakim Martin

menggugurkan gugatannya pada sidang yang digelar pada Selasa (11/8/2015).

Sebelumnya perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh
KUHAP tidak terlepas dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent)
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) ‘yang berbunyi:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau
dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum
adanya putusan Pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Dengan adanya kecenderungan upaya para tersangka untuk menghindari
Peradilan, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun
2018, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2018 tentang, larangan pra
peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar
Pencarian Orang (DPO).

Dalam praktek peradilan akhir-akhir ini ada kecenderungan permohonan pra
peradilan diajukan oleh tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO)
akan tetapi hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Serta untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan pra peradilan

bagi tersangka dengan status daftar pencarian orang (DPO), Mahkamah Agung

" Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum



perlu memberikan petunjuk sesuai dengan yang terdapat dalam SEMA Nomor 1

Tahun 2018.

B. Isi Sema Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan
Praperadilan Oleh Tersangka Yang Melarikan Diri Dan Berstatus DPO

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan
pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri dan berstatus DPO
disahkan oleh mahkamah agung pada tanggal 28 maret 2019, Dengan melihat
ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Bahwa meskipun
pada kenyataanya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar
berfungsi sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel)®, namun karena dasar
pembentukannya didasari oleh perintah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah
Agung. Maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang undangan
dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8
ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dari segi kewenangan Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk
berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimilikim olen Mahkamah Agung.
Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainya yaitu administrasi, nasehat,
pengawasan, dan peradilan.

SEMA No. 1 Tahun 2018 ini berisi dua poin penting. Pertama, dalam hal
tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka

tidak dapat diajukan permohonan praperadilan. Kedua, jika permohonan

8 Maria Farida, llmu Perundang-Undangan, (Yogyakarata: Kanisius, 1998), 158.



praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya,
maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan

tidak dapat diterima dengan detail poin perpasal sebagai berikut,

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam daftar pencarian orang (DPO),
maka tidak dapat diajukan permohonan pra peradilan.

2. Jika permohonan pra peradilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasehat
hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang
menyatakan permohonan pra peradilan tidak dapat diterima.

3. Putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.®

® Sema Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Tersangka Yang
Melarikan Diri atau Berstatus DPO.



BAB IV
TINJAUAN RELEVANSI ANTARA MASLAHAH MURSALAH
TERHADAP LARANGAN PENGAJUAN PRAPERDILAN OLEH
TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU BERSTATUS DPO
BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2018

A. Analisis Latar Belakang pembuatan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Tersangka Yang Melarikan Diri
Atau Berstatus DPO.

Penetapan larangan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atau
berstatus DPO berdasarkan terobosoan Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 1
tahun 2018 bukanlah sesuatu yang secara tiba-tiba muncul menambal hukum dalam
KUHAP yang tidak diatur sebelumnya. SEMA tersebut memiliki beberapa poin
latar belakang yang mendesak untuk mengatasi kekosongan hukum KUHAP,
karena di dalam UU No. 8 tahun 1981 hanya berisi pengajuan praperadilan boleh
diajukan oleh penasihat hukum maupun keluarganya.*

Diawali oleh banyaknya kasus yang mengajukan praperadilan padahal
tersangka tidak hadir dalam beberapa proses penegakan hukum yang menjerat
dirinya sendiri, meskipun memang terdapat kuasa hukum yang mengajukan
permohonannya namun hal tersebut menjadi terkesan meremehkan suatu proses
penegakan hukum. Terdapat beberapa kasus besar yang mengajukan praperadilan

tetapi tersangkanya sendiri melarikan diri.

Kasus yang paling terkenal ialah kasus pra peradilan yang di lakukan oleh

! Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 66.
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kuasa hukum dari La Nyalla Maltalitti. Seorang Mantan Ketua PSSI yang pernah
ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi dana hibah pada
Kadin Jawa Timur untuk pembelian IPO (initial public offering) Bank Jatim oleh

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

La Nyalla sebelumnya dituntut hukuman 6 tahun penjara. Dia juga pernah
tiga kali mengajukan praperadilan atas status tersangkanya dan permohonannya
dikabulkan hakim. Sebelum duduk di kursi pesakitan, La Nyalla sempat melarikan
diri ke Malaysia dan pelariannya berakhir di Singapura. Saat mengajukan
praperadilan pun ia menang dan telah divonis bebas oleh majelis hakim Sumpeno

di Gedung PN Tipikor Jakarta Pusat pada 30 September 2016 lalu.

Meski sudah beberapa kali ditersangkakan oleh Kejati Jatim atas kasus yang
sama, namun mantan Ketua Kadin Jatim ini seringkali bebas melalui gugatan
praperadilan. la bahkan diputus bebas saat perkaranya di kasasi. Sementara
Triwiyasa, meski praperadilannya pernah dikabulkan oleh PN Jaksel 2016 lalu,
namun ia kembali ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung. Penetapan tersangka ini
terkait kasus korupsi pengadaan Gedung T-Tower oleh Bank Jabar dan Banten
(BJB) yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Jaksel. Saat ini, proses penyidikan
yang bersangkutan masih berjalan di Kejagung. Sementara satu tersangka lainnya
atas nama Wawan Indrawan selaku mantan Kadiv Umum BJB telah divonis delapan

tahun penjara oleh MA.2

2 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Perkara Nomor 11/Praper/ 2016/ Pn.Sby Nomor
19/Pra.Per/2016/Pn.Shy, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ , diakses pada 25/12/2019.
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Dalam kasus yang dialami oleh La Nyalla Maltalitti setidaknya dapat dibuat
skema yang terkait lini masa 3 kali penetapan tersangka dan proses pengajuan pra-

peradilan yang dilakukan oleh La Nyalla, kuasa hukum, maupun keluarganya:

1. 16 Maret 2016

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan La Nyalla sebagai tersangka
kasus dugaaan korupsi dana hibah korupsi, dana hibah Kadin Jawa Timur
senilai Rp 5,3 miliar. la diduga menggunakan dana hibah itu untuk kepentingan
pembelian saham dalam penawaran umum saham perdana (Initial Public
Offering) Bank Jatim pada 2012.
2. 17 Maret 2017

La Nyalla pergi ke Malaysia yang kemudian keluar dari Malaysia menuju
Singapura pada 29 Maret 2016. Menteri Hukum dan HAM pada saat itu yakni
Yasonna Laoly mengaku tidak tahu atas dugaan La Nyalla melarikan diri ke
Malaysia. Menteri dari PDIP itu menyampaikan kementeriannya tidak bisa
mengeluarkan surat cekal sebelum ada permintaan dari instansi berwajib.
3. 18 Maret 2016

La Nyalla Matalitti mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan
Negeri Surabaya, Jumat, 18 Maret 2016. Sebanyak 12 orang menandatangani
gugatan yang dilakukan terkait penetapan tersangka kepada La Nyalla Matalitti

oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.



4. 27 Maret 2016
Nama La Nyalla masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah tidak

memenuhi panggilan kejaksaan tinggi jawa Timur terkait pemeriksaan
penyelewengan dana bansos.
5. 7 April 2016

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan paspor La Nyalla Mattalitti
sudah dicabut sejak 7 April 2016 lalu. La Nyalla yang menjadi buron kasus
dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim itu sedang berada di Singapura.
6. 8 April 2016

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengirim permohonan penerbitan red notice
kepada Polri untuk menjemput paksa tersangka kasus dugaan korupsi dana
hibah Kadin Jatim, La Nyalla. Hal itu diungkapkan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Ketua Umum PSSI itu belum juga hadir memenuhi panggilan Kejati Jatim
untuk diperiksa sebagai tersangka. Bahkan, dia disebut-sebut sudah berada di
luar negeri.
7. 12 April 2016

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Ferdinandus mengabulkan sebagian
permohonan praperadilan La Nyalla Matalitti. Dengan dikabulkannya gugatan
ini, otomatis penetapan La Nyalla sebagai tersangka, pemasukannya dalam
Daftar Pencarian Orang menjadi gugur.
8. 22 April 2016

Kejati Jawa Timur kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan

(sprindik) baru untuk La Nyalla. Kali ini, dia tersebut ditetapkan sebagai



tersangka dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan dana hibah
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim.
9. 25 April 2016

La Nyalla kembali mengajukan praperadilan terhadap Kejati Jawa Timur.
Namun pengajuan itu diatasnamakan anaknya bernama Muhammad Ali
Affandi. Sidang tersebut digelar pada Rabu 4 Mei 2016
10. 23 Mei 2016

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan gugatan
praperadilan anak La Nyalla Mattaliti. Itu berarti sudah tiga kali gugatan
praperadilan yang diajukan La Nyalla dikabulkan hakim.

Untuk gugatan yang ketiga ini, hakim mengabulkan gugatan tentang dugaan
korupsi hibah Kadin Jatim tahun 2012 sesuai sprindik penetapan tersangka
nomor 397/0.5/Fd.1/04/2016 bertanggal 12 April 2016 dan tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai sprindik nomor 447/0.5/Fd.1/04/2016
tertanggal 22 April 2016. Hakim menilai kedua sprindik tersebut tidak sah dan
cacat hukum.

11. 30 Mei 2016

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menerbitkan surat perintah

penyidikan baru untuk La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka perkara dugaan

korupsi dana hibah pada Kamar Dagang Industri Jawa Timur.



12. 31 Mei 2016
Buronan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas kasus dugaan korupsi pada
Kamar Dagang Industri Jatim, La Nyalla Mattalitti ditangkap aparat. La Nyalla

ditangkap di Singapura, tempat ia melarikan diri selama ini.

Dari semua alur pelarian dan pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh La-
Nyalla membuat masyarakat awam pun tahu bahwa sangat sulit untuk sebuah
penegakan hukum jika seorang tersangka yang ingin keadilan terhadap dirinya
sendiri tapi melarikan diri atau berstatus DPO sebagaimana yang ditetapkan oleh
penyidik. Ketika terdapat kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung berniat
untuk mengambil langkah terobosan untuk melarang pengajuan praperadilan oleh
tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO yang akhirnya dikeluarkan dalam

SEMA Nomor 1 tahun 2018 pada tanggal 23 Maret 2018.

B. Analisis isi SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan
Praperadilan Oleh Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Berstatus DPO.

SEMA Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan oleh
tersangka yang melarikan diri atau berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)
berbenturan dengan norma ataupun aturan hukum yang lainya. Secara garis besar
dan general perihal hak asasi seorang tersangka dapat ditemukan dalam UUD NRI
1945 dan dikhususkan lagi dalam KUHAP pasal 79 tentang hak tersangka® dalam

mengajukan sebuah praperadilan untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah

3 Andi Sofyan , Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta:Kencana, 2014), 61 .



penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya
kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dalam hal ini SEMA Nomor 1 tahun 2018 memberikan petunjuk untuk hakim
memutus perkara pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atau

berstatus DPO dengan berpedoman kepada 3 (tiga) butir pasal, yakni:*

1. Ketika seorang tersangka melarikan diri atau masuk dalam status Daftar
Pencarian Orang (DPO) yang ditetapkan oleh penyidik menurut peraturan
kepala kepolisian nomor 12 tahun 2009 tentang pengendalian tindak pidana
di lingkungan negara, maka pengajuan tidak dapat diajukan permohonan
praperadilan.

2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat
hukum atau keluarganya, maka terdapat konsekuensi dimana semua hakim
yang memiliki kewenangan menangani perkara pidana di tingkat 1(satu) dan
berada di bawah badan Mahamah Agung, harus menjatuhkan putusan yang
menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

3. Terhadap putusan yang menolak pengajuan praperadilan tersebut tidak
dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk upaya hukum biasa maupun luar

biasa.

Dalam pasal pertama menyatakan jika pengajuan dilakukan oleh tersangka

yang melarikan diri atau berstatus DPO, maka akan langsung tidak dapat

4 SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan oleh tersangka yang
melarika diri atau berstatus DPO



diterima atau biasa disebut putusan N.O (niet ontvankelijke verklaard)®, pasal
tersebut seakan memblokir niat baik dari tersangka yang ingin mengajukan

praperadilan.

Suatu hal yang salah ketika seorang ingin haknya dipenuhi tetapi
kewajibannya tidak ditaati sama seperti seorang tersangka yang melarikan diri
atau tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang. Mereka ingin hanya
dipenuhi untuk pengajuan praperadilan tetapi tidak ingin atau tidak bisa hadir,
namun yang perlu menjadi titik fokus ialah kurangnya definisi yang
menjelaskan bagaimana seorang tersangka dikatakan melarikan diri dan juga
tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam peraturan kepala
kepolisian nomor 12 tahun 2019 hanya menyebutkan bahwa orang yang masuk
DPO adalah seorang tersangka yang tidak hadir ketika telah dipanggil secara
patut selama 3(tiga) kali. Karena bisa saja tersangka tidak mengahadiri
panggilan tersebut karena benar benar tidak bisa ataupun tidak ingin timbul

suatu pemikiran buruk masyarakat terhadap dirinya®.

Pasal dalam SEMA Nomor 1 tahun 2018 yang kedua berisi anjuran
terhadap hakim untuk tetap menolak pengajuan praperadilan yang diwakilkan
oleh penasihat hukum atau keluarganya, padahal jika kita melihat KUHAP
maka dapat kita tahu dengan jelas pasal 79 memperbolehkan adanya pengajuan

praperadilan oleh tersangka, penasihat hukum maupun keluarganya tanpa ada

5 Andi Sofyan , Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta:Kencana, 2014), 211.
® Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan
Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia



satupun klausul yang menyebutkan tersangka harus hadir atau tidak melarikan
diri dalam pemanggilan. Jika memang tujuan SEMA tersebut ingin memberikan
kepastian hukum yang belum diatur maka bukan merupakan ruang lingkup

SEMA ketika terdapat pengurangan sebuah hak yang ada dalam aturannya.

Dalam pasal ketiga yang merupakan penekanan dari pasal-pasal
sebelumnya semakin memperkuat dan memperlihatkan dampak nyata seperti
terhadap putusan tersebut tidak terdapat upaya hukum lagi, maka dari itu
putusan yang berasal dari perkara yang tidak dapat diterima harus mengulang

dari pengajuan permohonan awal lagi.

Sejarah menyebutkan bahwa awal munculnya sistem praperadilan berasal
dari kuatnya daya paksa yang yang dilakukan oleh para penegak hukum salah
satunya seorang penyidik. Dengan hak yang masuk dalam kategori Super Power
maka lahirlah sebuah gagasan pra-peradilan untuk melindungi hak-hak yang

sering terciderai oleh upaya paksa.’

Penuntut umum dan penyidik dalam kedudukan masing-masing
diberikan hak untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam hal
mereka tidak sependapat adanya tindakan penghentian penyidikan atau
penuntutan, dalam hal ini praperadilan berfungsi sebagai pengawasan
horisontal antara penyidik dan penuntut umum. Di samping sebagai kontrol

horisontal, lembaga praperadilan juga memberikan hak kepada tersangka

" Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 211.



untuk mengajukan praperadilan dalam hal merasa hak-haknya telah
dilanggar. Seorang tersangka harus tetap diperlakukan sebagai orang yang
tidak bersalah (Presumtion of Inonnsense)® sampai kemudian ada putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan hak asasinya dan dengan asas praduga tak bersalahnya seorang
tersangka harus selalu diberikan kemudahan dalam mengajukan praperadilan,
sesuai dengan KUHAP yang menyatakan praperadilan dapat diajukan oleh
penasihat hukum, bahkan oleh seorang kerabat/keluarga dari seorang tersangka
dan secara implisit pasal 77 KUHAP tersebut membuka peluang bahwa seorang

tersangka yang masuk dalam DPO pun bisa mengajukan praperadilan.

C. Analisis terkait relevansi Maglakah Mursalah terhadap SEMA Nomor 1
tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan oleh seorang tersangka
yang melarikan diri atau berstatus DPO.

Sebuah penegakan hukum ialah sebuah rangkaian proses hukuman terhadap
siapa saja yang melanggar aturan hukum yang selanjutnya pelaksanaan sanksi harus
mengikuti ketentuan yang sudah ada di dalam hukum Islam yang bersumber dari
al-Qur’an dan Hadits.®

Suatu hukuman, tidak akan terasa manfaatnya apabila penegakannya tidak

sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar. Konsekuensinya

8 Andi Sofyan , Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2014) , 15.
® Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar’iah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional, (Jakarta
Timur:Prenada Media Grup, 2018), 149.



keadilan yang dirasakan oleh masyarakat akan terganggu dan tujuan utama
hukuman tidak tercapai.'”
Allah telah menjelaskan di dalam al-Qur’an surat an-nisa@ ayat 135 tentang

penegakan hukum: !
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan.”

Apabila hukum ditegakkanmaka rasa keadilan akan tercipta di dalam
masyarakat. Tugas penting dari seluruh lapisan masyarakat baik aparat penegak
hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk senantiasa mengawal hukum agar selalu
diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keadilan dalam hukum ditentukan
oleh tujuannya. Maka dari itu, konsep keadilan di dalam hukum Islam mempunyai
perbedaan dengan konsep keadilan dalam hukum sipil. Tujuan dari kedua hukum

itu berbeda, suatu keadilan dalam hukum Islam bergantung pada keadilan yang

ditentukan oleh Allah SWT. Karena manusia tidak mungkin bisa mengukur suatu

10 Amrullah Ahmad,Dkk. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 60
Tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin,S.H, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 24.

11 Agus Hidayatullah Dkk, Alwasim Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per
Kata, (Bekasi:Cipta Bagus Sagara, 2013), 100.



keadilan dengan benar dan tepat. Keimanan di sini mendahului pengertian karena
segala yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pasti adil. Sedangkan keadilan di
dalam hukum sipil, digantungkan secara keseluruhan kepada penalaran manusia,
maka dari itu dimasukkan ke dalam bidang filsafat hukum. Pengertian keadilan
karena ini selalu berubah-ubah dari suatu kelompok masyarakat dengan kelompok
masyarakat yang lain karena konsep keadilan dalam hukum sipil bergantung kepada
perkembangan aliran filsafat hukum yang dianut masyarakat tersebut.*2
Keadilan yang diungkapkan oleh banyak ahli hukum mapupun filsafat
mencoba diadopsi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat edaran
nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka
yang melarikan diri atau berstatus DPO yakni agar para hakim memiliki acuan
serta pedoman dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan permohonan
pengajuan praperadilan yang menentukan sah atau tidak sebuah penangkapan
dan penahanan yang diatur lebih jelas di dalam KUHAP pasal 79.
Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung
nomor 1 tahun 2018 sudah merupakan sebuah induksi logis dari nash yang ada

dan juga sejalan dengan QS an-nisa ayat 105
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“Sungguh, Kami turunkan kepadamu kitab yang merupakan kebenaran dari
Allah. Hendaknya kamu memutuskan di antara manusia dengan apa yang
telah Allah wahyukan kepadamu” 3

12 Busthanul Arifin,Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, Dan
Prospeknya, (Jakarta:Gema Insani Press,1999), 45-46.

13 Agus Hidayatullah Dkk, Alwasim Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per
Kata, (Bekasi:Cipta Bagus Sagara, 2013), 95.



Dalam Qs. an-nisa: 105, Allah memerintahkan Rasulullah SAW. menjadi
hakim yang memutuskan perkara di antara sesama manusia yang sedang
bersengketa. Rasulullah SAW. adalah manusia yang diizinkan membuat keputusan
hukum, dan manusia lainnya diperintahkan mentaatinya. Artinya, ada manusia yang
mendapat izin membuat keputusan (hukum). Allah mengakui keputusan Rasulullah
SAW. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi wewenang memutuskan
keputusan serta menentukan ketentuan untuk menyelesaikan persoalan di antara
sesama.4,

Penjelasan yang terkandung dalam surat An-nisa tersebut menunjukkan bahwa
dalam hal berbangsa dan bernegara terdapat kewajiban-kewajiban teruntuk
mengikuti dan mentaati aturan yang dibuat oleh seorang penguasa, dari hal tersebut
sebuah aturan yang dibuat penguasa negara dan turunan kekuasaanya seperti
mahkamah agung yang dalam perkara ini masuk kepada surat edaran mahkamah
agung maka SEMA Nomor 1 tahun 2018 tersebut sudah mendapat legitimasi dalam
hal mengeluarkan sebuah pedoman terhadap hakim-hakim untuk memutuskan
sebuah perkara.

Dalam fokus pembahasan larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka
yang melarikan diri dan berstatus DPO merupakan sebuah pengurangan hak untuk
membuat alur penegakan hukum menjadi lebih efektif, hal tersebut sesuai dengan
sebuah konsep Maslakah Mursalah selaras dengan sedikit disinggung oleh Surat

Thaha Ayat 112 yang berbunyi:

4 Abdullah Bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir Diterjemahkan Oleh M Abdul Ghaffir, Jilid 2,
(Bogor: Pustaka Imam Al-Syafii, 2004), 401.
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“Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan
beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil
(terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.”*®

Ketika seorang manusia meminta haknya untuk dipenuhi maka sudah
seharusnya kewajibannya dilakukan terlebih dahulu dalam ayat di atas menyatakan
bahwa setiap orang mukmin yang mengerjakan amal-amal sholeh maka akan
mendapat haknya sebagai orang yang telah melakukan hal tersebut begitu pula
sebaliknya. Dalam hal ini jika kita lihat permasalahan SEMA yang melarang
pengajuan praperadilan oleh seorang tersangka yang melarikan diri dan berstatus
DPO ialah karena tersangka tersebut tidak ingin melakukan kewajiban untuk datang
tetapi ingin haknya melakuka praperadilan dipenuhi.

Menurut Al-Syatibi seperti yang dikutip oleh Nawir Yuslem, dari mazhab
Malikiyah, ada tiga kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan,
yaitu dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Berdasarkan hal di atas dibentuknya
peraturan ini termasuk maslahah hajiyah, yakni termasuk dalam kebutuhan
sekunder, dimana tidak terwujudkannya kebutuhan ini tidak sampai mengancam
keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan yang mungkin bahkan
berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama
sekali tidak berdaya.*®

Dengan kemanfaatan yang sudah terlihat di dalam latar belakang pembuatan

serta muatan yang terkandung dalam SEMA tersebut namun tidak terdapat suatu

15 Hikmat Basyir, Terjemah Tafsir Al-Muyassar, (Jakarta:Darul Hag, 2016), 112.
16 Nawir Yuslem, Kitab Induk Ushul Figh, (Bandung:Cita Pustaka, 2007), 146



nash manapun yang melegitimasi SEMA Nomor 1 tahun 2018 tentang pelarangan
pengajuan praperadilan, maka sejatinya SEMA tersebut merupakan sebuah
kemashlahatan yang masuk dalam jenis Maslakah mursalah karena:*’

1. Maslahah mursalah tersebut adalah maslahah yang hakiki dan bukan
bersifat dugaan, dapat diterima akal sehat dan benar-benar mendatangkan
manfaat bagi manusia atau menghindarkan mudarat dari manusia secara
utuh.

2. Kemaslahatan tersebut bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi
sehingga kemaslahatan itu memberikan manfaat/menghindari mudarat bagi
semua orang dan bukan untuk kebaikan segelintir orang atau sekelompok
penguasa/pembesar

3. Sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal sehat itu harus sejalan dengan
maksud dan tujuan syara dalam menetapkan suatu hukum, yaitu
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan tidak berbeturan dengan
dalil syara yang telah ada yaitu al-Quran, Sunnah maupun ijma

Dengan adanya surat edaran nomor 1 tahun 2018 ini diharapkan segala bentuk

pencarian celah agar tidak menghadiri panggilan untuk penyelidikan maupun
persidangan bisa lebih ditekan atau hilang secara menyeluruh sehingga sistem dan
alur sebuah penegakan hukum lebih efektif dan menghemat waktu untuk perkara-

perkara yang lainya.

17 Abdul Wahab Khallaf, llmu Usul Al-Figh, (Damaskus:Dar Al-Qalam, 1978), 86-87.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat

kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Latar belakang dikeluarkannya SEMA Nomor 1 tahun 2018 tentang
pedoman untuk hakim-hakim dalam memutus perkara pengajuan
praperadilan diajukan oleh seorang tersangka yang melarikan diri atau
berstatus DPO. Dalam SEMA tersebut terdapat tiga pasal yang melarang
seorang tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO untuk
mengajukan permohonan praperadilan baik diajukan oleh perorangan
atau diajukan oleh penasihat hukum maupun keluarganya. Terdapat
beberapa alasan yang melatar belakangi Mahkamah Agung untuk
menetapkan larangan tersebut salah satunya yakni banyaknya seorang
tersangka yang tidak hadir dalam sebuah pemanggilan untuk proses
penyelidikan dengan berbagai alasan tetapi tetap mengajukan sebuah
permohonan praperadilan kepada badan peradilan dengan bantuan
penasihat hukum maupun keluarganya, yang akhirnya menimbulkan alur
penegakan hukum menjadi terhambat.

Dalam isi larangan pengajuan praperadilan dalam SEMA Nomor 1
tahun 2018 terdapat muatan yang mengandung pengurangan hak seorang

tersangka yang bahkan dalam KUHAP tidak diatur. ketika berhadapan
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dengan norma hkum yang lebih tingi seperti UUD NRI Tahun 1945 yang
menyatakan pengurangan HAM harus ditetapkan dalam Undang-
undang, SEMA yang merupakan kebijakan internal yang tidak memiliki
sistem pengujian yang jelas menimbulkan masalah saat terdapat muatan
yang membatasi hak manusia yang seharusnya tertuang dalam undang-
undang.

3. Dikeluarkannya SEMA Nomor 1 tahun 2018 ini mengandung Maslahah
Mursalah karena kemaslahatan ini dibutuhkan umat manusia, khususnya
para penegak hukum dalam menyelesaikan alur sebuah perkara sehingga
banyak menghilangkan kesempitan tetapi hal ini tidak diatur dalam

sebuah nash secara langsung.

B. Saran

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan
pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO
agar para hakim dan segenap aparatur peradilan amupun non peradilan dalam
menangani perkara yang bersangkutan agar sesuai dengan pedoman yang telah
ditetapkan dalam SEMA tesebut namun perlu untuk dikaji ulang bahwa SEMA
ialah produk kebijakan internal yang susah untuk diuji maka dari itu seharusnya

SEMA tidak mereduksi hak asasi.
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